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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan 

Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

dapat menyelesaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengaduan 

Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023. 

 
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat ini disusun 

untuk dapat dijadikan pelajaran dalam memberikan pelayanan agar menjadi 

lebih baik. Setiap kritik dan saran yang diberikan oleh penerima layanan ke 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Belitung selalu ditangani dengan baik dan diselesaikan dengan cepat dan 

mengikutsertakan masyarakat, sehingga pengaduan masyarakat dapat 

ditangani secara cepat, tepat, efektif dan efisien dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Setiap permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan mengacu 

pada panduan kritik dan saran pengaduan. 

 
Semoga Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat ini 

dapat memberikan informasi secara lengkap, mudah diakses dan terpusat 

pada peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung menuju zero 

complaint. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat ini 

dapat menjadi acuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan 

publik dalam membangun kepercayaan, serta menciptakan perubahan 

layanan publik yang bersinergi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan 

masyarakat. Sebagai akhir kata, saran dan kritik demi perbaikan laporan 

evalasi ini sangat kami harapkan. 

Tanjungpandan,   Januari 2024 

Mengetahui, 

 

 



BAB I PENDAHULUAN 

 

 
A. LatarBelakang 

 
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sektor 

penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah melakukan 

berbagai upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang, jasa dan 

pelayanan administratif berdasarkan amanat Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya memuat tujuan 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap 

warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, dimana penyelenggaraan 

publik wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

memberikan masukan ataupun saran kepada penyelenggara atau pemberi 

layanan. Pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu dengan 

menyediakan sarana pengaduan. Pelaksanaan yang berkompeten dalam 

menangani dan menindak lanjuti pengaduan. 

Diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang bernilai, persepsi 

dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh 

pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. 

Di era teknologi informasi dan keterbukaan saat ini, setiap instansi 

berlomba- lomba untuk melaksanakan transparansi diberbagai sektor 

dengan tujuan memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi 

masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan dalam bidang pelayanan sosial 

dengan pertimbangan bahwa pelayanan sosial haruslah bisa dirasakan 



dengan baik oleh masyarakat, baik dalam hal pelayanannya sendiri maupun 

secara birokrasinya, sekaligus upaya untuk meningkatkan pelayanan sosial 

yang bermutu bagi masyarakat. Mengupayakan perwujudan hal tersebut 

maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Belitung berusaha mewujudkan pelayanan yang terjamin baik 

secara kualitas maupun kuantitas salah satunya dengan membentuk tim 

pengelola pengaduan melalui sistem berbasis online yang dapat diakses 

melalui internet maupun secara offline melalui formulir penerimaan 

pengaduan. 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Belitung menerapkan penanganan pengaduan/laporan 

pengaduan dari masyarakat melalui penanganan langsung oleh tim 

pengelola pengaduan. Diharapkan dengan diterapkannya sarana 

pengaduan melalui online juga melalui formulir pengaduan tersebut 

masyarakat akan lebih mudah menyampaikan masalah/keluhan yang 

berkaitan dengan pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dan lebih proaktif dalam 

perbaikan pelayanan kepada masyarakat. 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik 

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik 

5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Nomor: 

188.4/178/KEP/DSPPPA/2023 Tentang Tim Pengelola Pengaduan Dan 

Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan 



Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan 

Pengaduan Masyarakat adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban Tim 

Pengeloala Pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung selaku pimpinan. 

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi adalah 

untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan 

pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim pengelola Pengaduan pada 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Belitung 



BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN 
 

 
A. Pengaduan Masyarakat 

Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan 

oleh masyarakat, baik perseorangan dan/atau lembaga, keluarga yang berasal dari 

pegawai di lingkungan kantor, dan/atau masyarakat umum yang berisi keluhan 

dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, baik 

yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau 

disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dan/atau keluhan kepada Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung atas 

pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban 

oleh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Belitung. Adapun Bentuk Pengaduan Masyarakat merupakan 

penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat atas terjadinya dugaan 

pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara yaitu: 

1. Pengaduansecara langsung 

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan menyampaikan secara lisan 

keluhan atau ketidakpuasan dan/atau informasi adanya dugaan pelanggaran 

kode etik/disiplin pegawai, keluhan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung atas pelayanan yang 

tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh 

pegawaidi lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Belitung. Untuk kemudian dicatat oleh tim pengelola pengaduan 

masyarakat. 

2. Pengaduan secara tidak langsung 

Pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak 

langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam 



menangani pengaduan masyarakat atau datang langsung ke meja 

pengaduan/saluran. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui: 

a) Hotline di Nomor: +62 821-8191-1881 

b) Whatsapp di Nomor: +62 821-8191-1881 

c) Email dan website : dspppa@belitung.go.id 

d) Alamat pengaduan: Jl. A. Yani No. 100, Tanjungpandan 

e) Besadu.belitung.go.id 

f) Lapor.go.id 

g) Secara tertulis dimasukkan ke kotak saran dan pengaduan di depan gedung 
DSPPPA 

h) Instagram dan Facebook: @dspppabelitung 
 

3. Klasifikasi pengaduan terdiri dari: 
 

a) Pengaduan informatif, yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan 

memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada pengadu. Secara teknis 

pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan 

yang diberikan, misalnya pengaduan tentang lamanya proses pelayanan di 

Puskesmas, kemudahan dalam memperoleh informasi sosial, permohonan 

cetak sertifikat vaksinasi, dan lain-lain; 

b) Pengaduan penyimpangan, yaitu setiap pengaduan yang dalam 

penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara 

teknis pengaduan penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang 

dugaan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik. 

mailto:dspppa@belitung.go.id


BAB III 

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN  

DAN PELAYANAN 
 
 
 
A. Kegiatan Penanganan  Pengaduan 

1. Status Penanganan Pengaduan dan Pelayanan 

Tim Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sejak tanggal 1 Januari 

2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah menerima 3 (tiga) 

pengaduan yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Status Penanganan Pengaduan dan Pelayanan 
 

No Pengaduan dan Pelayanan 

Masuk Selesai Proses BelumTindak 
Lanjut 

1. 1394 1394 0 0 

 

2. Penanganan persaluran Pengaduan 

Berdasarkan Pengaduan yang masuk berdasarkan per saluran sejak tanggal 1 

Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2. Penanganan Pengaduan per Saluran 
 

No Saluran Pengaduan Jumlah 

1. Loket/Tatap Muka 1391 

2. Media Sosial 3 

 
3. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 
  



 
Tabel 3. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Tahun 2023 

 

No. 

Tanggal 
Diterima

nya 
Aduan 

ID Pesadu/ 
Nama 

Media Kronoligis Singkat Perihal Aduan 
Tindak Lanjut Tanggal 

Penyelesaian 
Pengaduan Proses Selesai 

2023 

1. 
15-12-
2023 

Pesadu1495 
Whatsapp 

Besadu 

ODGJ menggangu kerja 
Karyawan Kantor Pelni 
Lokasi Jalan Pelabuhan 

Tanjungpandan 

ODGJ meresahkan 
Karyawan Kantor Pelni 

dengan merusak fasilitas di 
Kantor Pelni 

Yang bersangkutan tidak 
memiliki identitas diri 

sehingga DSPPPA mengurus 
identitas Ybs ke Disdukcapil, 
untuk selanjutnya bisa diurus 
kepengurusan BPJS dan bisa 

dibawa ke Fasilitas 
Kesehatan 

Terlampir 15-12-2023 

2. 
27-12-
2023 

Pesadu1502 
Whatsapp 

Besadu 
ODGJ Kantor Pelni 

ODGJ membawa parang dan 
kayu kemudian marah-

marah terhadap Karyawan 
Pelni, mengusir Karyawan 

Pelni untuk pergi dari 
Kantor Pelni 

Dirujuk ke Fasilitas 
kesehatan untuk 

mendapatkan penanganan 
medis, dan pengusulan 

kepulangan Ybs ke daerah 
asal 

Terlampir 

27-12-2023 

3. 
27-7-
2023 

Siman 
Whatsapp 

CS 
DSPPPA 

Daftar Begalor 

Bapak Siman umur 72 
Tahun berencana daftar 
program Begalor, KTP 

Belitung namun domisili 
sekarang berada di Belitung 

Timur. Bapak Siman 
memiliki riwayat sakit 

jantung dan sebulan sekali 
untuk kontrol. Bapak Siman 
sudah mendapatkan Bansos 

Sembako dari Pusat. 

Merekomendasikan Bapak 
Siman pindah kependudukan 

ke Belitung Timur supaya 
memudahkan mendapatkan 

bantuan 

Terlampir 27-7-2023 



 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan 

masyarakat selama Tahun 2023 diperoleh bahwa pada semua sarana dan media 

pengaduan telah di terima dengan baik dan telah dilakukan tindak lanjut terhadap 

pengaduan tersebut, sehingga masyarakat dapat menerima respon dan umpan balik 

yang disampaikan oleh pihak puskesmas. 

Peningkatan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan 

publik di pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Belitung terus di tingkatkan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi 

secara berkala dan rutin melalui sarana dan media yang tersedia. 

B. Saran 

Diharapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Belitung dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik 

yang telah berjalan, dengan tidak melupakan pemeliharaan terhadap sarana dan 

prasarana yang digunakan masyarakat pengguna layanan, sehingga respon 

masayarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif. 
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Tatap Muka 

  



 



 


